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 BAB III 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa; 

1. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak, 

khususnya dalam kasus tindak pidana kejahatan jalanan di Sleman, 

menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menjadi salah satu solusi 

yang lebih manusiawi dan edukatif dibandingkan sistem pemidanaan 

konvensional, dengan mengedepankan pemulihan hak, tanggung jawab 

moral pelaku, serta perlindungan terhadap masa depan anak secara 

berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti rekonsiliasi, keadilan partisipatif, 

dan penghindaran stigma menjadi dasar penting dalam pelaksanaan 

restorative justice, sesuai dengan amanat UU No. 11 Tahun 2012 

tentang SPPA serta instrumen hukum internasional seperti Convention 

on the Rights of the Child. 

2. Penerapan restorative justice dalam perkara kejahatan jalanan masih 

menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Kompleksitas kasus 

kejahatan jalanan, yang sering kali menimbulkan dampak serius seperti 

luka berat bahkan kehilangan nyawa, menjadikannya sulit untuk 

diselesaikan melalui pendekatan restoratif yang lebih cocok diterapkan 

pada tindak pidana ringan. Di sisi lain, tidak jarangnya ketiadaan 

korban yang jelas turut menghambat proses mediasi yang menjadi inti 

dari restorative justice. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan yang 

lemah, terutama dalam hal pengawasan dan pembentukan karakter 

anak, mengurangi efektivitas proses pemulihan yang seharusnya 

didukung oleh sistem sosial terdekat. Selain itu, rendahnya pemahaman 

masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme restorative justice sering 

menimbulkan salah persepsi bahwa pendekatan ini adalah bentuk 

pengampunan semata, bukan tanggung jawab dan pembinaan.  
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B. Saran 

1. Perlu dilakukan penguatan teknis yang lebih spesifik terkait penerapan 

restorative justice pada perkara anak yang bersifat kompleks seperti 

kejahatan jalanan, agar aparat penegak hukum memiliki acuan yang 

jelas dalam menentukan batasan dan kelayakan penerapan pendekatan 

ini, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. 

2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu saling bersinergi dan  

meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

konsep dan manfaat restorative justice, terutama di lingkungan sekolah, 

keluarga, dan komunitas lokal, guna membangun pemahaman kolektif 

dan dukungan sosial yang kuat terhadap proses pemulihan yang adil 

dan berkelanjutan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. 
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